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ABSTRACT

Puskesmas Dlingo has initiated Basic Occupational
Health Services (BOHS) in the Mangunan forest tourism
village since 2019. To develop the BOHS, the program
manager of the BOHS at the health centre is to carry out
mentoring functions during the initiation of formation,
coaching tasks after the UKK post is formed, and monitor
and evaluate the implementation of the UKK post. Since
its establishment, this UKK post has never been assessed
for its activity. The purpose of this study was to assess
BOHS in Mangunan forest tourism. This study is
qualitative research with a case study approach. The
informants consisted of nine people: the BOHS program
manager and the head of the Puskesmas Dlingo,
workers/cadres, the BOHS supervisor from the Bantul
Regency Health Office, and the tourism manager. All
informants were selected purposively. Data were collected
using in-depth interview methods and analyzed
thematically. The components to assess are the number of
cadres, integrated health service activities, promotive and
preventive activities, BOHS facilities, recording and
reporting, and revolving funds. The study found that all
components indicate the BOHS is currently less active and
tends to be inactive. Puskesmas policies are needed
through budgets, necessary training in occupational
health empowerment, and networking.

Keywords: Basic occupational health services (BOHS),
forest tourism, evaluation

ABSTRAK

Puskesmas Dlingo telah menginisiasi pos UKK di desa
wisata hutan Mangunan sejak tahun 2019. Dalam
pengembangan pos UKK, tugas dan dan fungsi pengelola
program pos UKK di puskesmas adalah melakukan tugas
pendampingan saat inisiasi pembentukan, tugas
pembinaan setelah pos UKK terbentuk, dan melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pos UKK. Sejak
didirikan, pos UKK ini belum pernah dilakukan penilaian
keaktifan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai
keaktifan pos UKK di wisata hutan Mangunan, Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Informan terdiri dari
sembilan orang yakni pengelola program pos UKK dan
kepala puskesmas Dlingo 2, pekerja/kader, pembina pos
UKK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, pengelola
wisata, dipilih secara purposive. Metode pengumpulan
data dengan wawancara mendalam dan dianalisis dengan
analisis isi. Komponen penilaian keaktifan pos UKK
adalah jumlah kader, aktivitas pelayanan kesehatan,
aktivitas promotif dan preventif, sarana, pencatatan dan
pelaporan  serta pendanaan. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa berdasarkan komponen penilaian,
pos UKK wisata hutan Mangunan wilayah Kkerja
Puskesmas Dlingo kondisinya saat ini kurang dan
cenderung tidak aktif. Dibutuhkan kebijakan puskesmas
dalam penganggaran, pelatihan partisipatif pemberdaya
kesehatan kerja, memperluas jejaring.

Kata Kunci : Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK),
wisata hutan, evaluasi
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PENDAHULUAN
Organisasi Perburuhan Internasional
(International Labour Organization/ILO)

menyerukan agar semua pekerjaan menjadi
pekerjaan layak. Elemen kunci dari hal ini adalah
bahwa pekerjaan harus aman. Tingginya jumlah
pekerja yang meninggal dan terluka setiap tahun
merupakan alarm untuk memastikan keamanan
pekerjaan [1]. ILO dan WHO menghimbau negara-
negara  berkembang  termasuk  Indonesia,
mengambil langkah-langkah untuk membangun
dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan
fasilitas dasar kesehatan pekerja [2]. Di Indonesia
program kesehatan kerja informal adalah Pos
Upaya Kesehatan Kerja (UKK). Pos Upaya
Kesehatan Kerja (UKK) merupakan upaya
pemberdayaan kesehatan pekerja yang berfokus
pada aspek promotif, preventif, kuratif sederhana
dan rehabilitatif. Tujuannya agar pekerja yang
menjadi kader pos UKK dapat memantau serta
mencegah risiko dan insidensi/prevalensi penyakit
menular, penyakit tidak menular, penyakit akibat
kerja dan kecelakaan kerja. Pemantauan dan
pencegahan upaya pengendalian yang didampingi
olenh tenaga kesehatan profesional sehingga
insidensi dan prevalensinya menurun di kalangan
pekerja [3] .

Salah satu jenis pekerjaan sektor informal
yang rentan terhadap risiko penyakit menular dan
penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja adalah
pekerja pariwisata. Penularan penyakit terjadi
akibat pekerja terpajan ketika berinteraksi dengan
wisatawan yang telah terinfeksi bibit penyakit
(carrier). Selain itu, pekerja pariwisata juga rentan
mengalami kecelakaan kerja misalnya pekerja pada
wisata kuliner yang memiliki potensi bahaya api,
pekerja yang mengoperasionalkan hiburan atraksi
yang mempunyai potensi bahaya mesin, pekerja
wisata alam yang dapat mengalami sakit dan celaka
karena potensi bahaya fisik maupun biologi
(hewan liar) yang ada di alam, dan lain-lain [4].

Hasil observasi terhadap destinasi wisata alam
hutan pinus Mangunan, setiap saat pekerjanya
mengalami ancaman berbagai bahaya tempat kerja,
misalnya bahaya biologi dari hewan liar seperti
ular, kalajengking, serangga dengan risiko terkena
racun/berbisa atau terinfeksi bakteri dan virus
dimana hewan lain menjadi vektornya. Pekerja
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juga bisa saja tertimpa ranting dan cabang yang
jatuh dari ketinggian, tergelincir di jalan yang
mendaki /menurun, jalan licin oleh lumut/tanah.
Faktor perilaku wisatawan/pekerja yang merokok
juga dapat memicu terjadinya kebakaran hutan
yang mengancam nyawa pekerja, atau risiko tak
terduga ketika menghadapi kondisi wisatawan
yang sakit saat melakukan wisata, dimana
keberadaan pos UKK ketika itu sangat urgen untuk
pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Propinsi
D.l Yogyakarta tahun 2023, diantara kawasan
hutan wisata di Propinsi D.l. Yogyakarta yang
wilayah kerja puskesmasnya telah menginisiasi
Pos UKK, satu-satunya hanya di Puskesmas
Dlingo yang terletak di Kabupaten Bantul.
Pengelolaan hutan lindung di D.l Yogyakarta
secara operasional dilaksanakan oleh Komite
Pengelolaan Hutan (KPH) dan secara administratif
berada di bawah Dinas Kehutanan Propinsi DIY.
KPH Yogyakarta mengitegrasikan hutan lindung
sebagai hutan wisata yang ada di tiga kabupaten
yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul,
dan Kabupaten Kulon Progo [5].

Pos UKK di hutan pinus Mangunan diinisiasi
sejak tahun 2019, oleh tenaga kesehatan di
Puskesmas Dlingo. Dalam pengembangan pos
UKK, tugas dan dan fungsi pengelola program pos
UKK di puskesmas adalah melakukan tugas
pendampingan saat inisiasi pembentukan, tugas
pembinaan setelah pos UKK terbentuk, dan
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pos UKK. Berdasarkan pedoman pos UKK dan
permenkes nomor 100 tahun 2015, monitoring dan
evaluasi keberhasilan penyelenggaran pos UKK
terintegrasi, meliputi: jumlah kader aktif yang
berasal dari pekerja atau masyarakat; adanya
sarana untuk pelaksanaan pos UKK terintegrasi;
frekuensi  pelaksanaan  kegiatan  promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif, adanya
pembinaan yang terintegrasi dan lintas program
dan lintas sektor, adanya pencatatan dan pelaporan,
serta adanya iuran/jimpitan. Tingkat keberhasilan
pos UKK terintegrasi memiliki parameter dengan
tiga kriteria yang ada yakni aktif, kurang aktif dan
tidak aktif. Penilaian keberhasilan pos UKK
dilakukan dengan menilai komponen sebagai
bahan evaluasi dan pembinaan [6].
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Berdasarkan  hasil ~ wawancara  studi
pendahuluan dengan pembina pos UKK di Dinas
Kesehatan, pelaporan program pos UKK dicatat
melalui sistem informasi elektronik (SITKO) dari
Kementerian Kesehatan, akan tetapi belum pernah
dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kinerja
pos UKK. Data laporan tidak pernah dianalisis
untuk dijadikan sebagai dasar pemecahan
permasalahan di pos UKK. Dilatarbelakangi oleh
kondisi empirik dari studi pendahuluan, penelitian
ini bertujuan untuk menilai keberhasilan pos UKK-
pos UKK yang berada di hutan wisata Mangunan,
wilayah kerja Puskesmas Dlingo (Dlingo 1 dan
Dlingo 2).

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini
merupakan  penelitian  evaluatif ~ terhadap
keberhasilan ~ penyelenggaraan  pos UKK.
Penelitian dilaksanakan di Pos UKK Pinus
Pengger, Puncak Becici, Lintang Sewu, Rumah
Hobbit dan pos UKK Pinus Sari, di wilayah kerja
Puskesmas Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I.
Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan pada
bulan Januari-Februari 2024. Informan penelitian
terdiri dari 9 orang yakni 1 orang pengelola
program pos UKK, 4 orang pekerja /kader pos
UKK, 3 orang pengurus destinasi wisata dan 1
orang kepala puskesmas. Pemilihan sampel
dilakukan secara non-random dengan teknik
purposive. Kriteria sampel adalah orang yang
terlibat dalam pengembangan pos UKK dan
bersedia diwawancarai. Penilaian berdasarkan
komponen penentu tingkat keberhasilan pos UKK
berdasarkan permenkes nomor 100 tahun 2015
tentang pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi.
Adapun komponen tersebut adalah keaktifan
kader, aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi,
aktivitas promotif dan preventif terintegrasi, sarana
pos UKK, kegiatan pencatatan dan pelaporan serta
dana bergulir. Indikator untuk pengelompokan
keberhasilan pos UKK aktif adalah tersedia kader
minimal 10% dari jumlah pekerja, ada aktivitas
pelayanan kesehatan terintegrasi minimal 1 bulan
sekali, ada aktivitas promotif dan preventif
terintegrasi minimal 1 bulan sekali, tersedia sarana
pos UKK lengkap sesuai kebutuhan, pencatatan
dan pelaporan dilakukan setiap bulan serta adanya
dana bergulir/jimpitan. Indikator pos UKK kurang
aktif adalah jika tersedia kader tetapi tidak
mencapai 10% dari jumlah pekerja, aktivitas
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pelayanan kesehatan  terintegrasi hanya
dilaksanakan 1x6 bulan, aktivitas promotif dan
preventif terintegrasi minimal 6 bulan sekali,
tersedia sarana pos UKK namun tidak lengkap,
pencatatan dan pelaporan hanya 3-6 bulan sekali
serta pos UKK tersebut mempunyai dana
bergulir/jimpitan. Indikator pos UKK yang tidak
aktif adalah tidak ada pada semua komponen.
Pengecekan keabsahan penelitian dilakukan
dengan melakukan triangulasi sumber yaitu dengan
melakukan crosscheck hasil wawancara antar
informan. Data dianalisis dengan analisis isi.
Protokol penelitian dikeluarkan oleh Komite Etik
Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor
012312315.

HASIL

Lokasi penelitian adalah kawasan hutan Gunung
Cilik-Mangunan, Kecamatan Dlingo-Kabupaten
Bantul, D.I Yogyakarta. Kawasan hutan ini
merupakan wilayah kerja Puskesmas Dlingo.
Pembentukan pos UKK di desa wisata Mangunan
merupakan program pengembangan Puskesmas
Dlingo karena semakin banyaknya desa-desa
wisata di Kecamatan Dlingo terutama wisata hutan,
yakni pos UKK Pinus Pengger, Puncak Becici,
Lintang Sewu, Pinus Sari Mangunan dan Rumah
Hobbit.

Karakteristik informan

Penelitian ini mewawancarai sembilan orang
informan dengan karakteristik pendidikan informan
yang beragam mulai dari tingkat SLTP hingga
pasca sarjana. Setiap informan memiliki tugas
utama dan berperan dalam program pos UKK.
Misalnya informan pengelola pos UKK memiliki
tugas pokok sebagai sanitarian yang bertanggung
jawab mengelola program kesehatan lingkungan.
Tugasnya sebagai sanitarian adalah melakukan
pengambilan dan uji sampel air, pembinaan
penngelolaan air bersih rumah tangga termasuk air
bersih dan air minum isi ulang yang dijual oleh
pedagang, melakukan inspeksi sanitasi ke warung
makan dan restoran, pendataan jamban keluarga,
dan lain-lain. Tugas tambahannya adalah sebagai
pengelola program pos UKK dan melakukan
penyuluhan kesehatan lingkungan di posyandu,
poshindu, poskestren atau UKS jika diminta
sebagai narasumber dengan tema edukasi kesehatan
lingkungan. Ringkasnya dapat dilihat pada Tabel 1:
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Tabel 1. Karakteristik informan

Informan Pendidikan Peran Tugas utama

NN Diploma Pengelola  Sanitarian
pos UKK
di tingkat
puskesmas

SK SLTA Kader pos  Bu Dukuh
UKK

SY SLTP Kader pos  kuliner
UKK

LS SLTP Kader pos  kuliner
UKK

SG SLTA Pengelola  Pengelola
wisata wisata

DY SLTA Pengelola  Pengelola
wisata wisata

KA Sarjana Pengelola  Pengelola

(81 wisata wisata
SW Sarjana Pembina Kepala
(S1) pos UKK  puskesmas

di tingkat
puskesmas

SB Pasca Pembina Kasie

sarjana (S2) pos UKK  Pemberdayaan
ditingkat  Masyarakat

Dinas dan Promosi
Kesehatan  kesehatan
Kabupaten

Bantul

Keaktifan kader
Temuan penelitian tentang komponen

keaktifan kader adalah jumlah kader di semua pos
UKK yang diteliti belum mencukupi minimal 10%
dari jumlah pekerja [7]. Pos UKK Pinus Pengger
memiliki jumlah pekerja 41 orang, namun hanya
memiliki 1 orang kader pos UKK, pos UKK
Puncak Becici yang memiliki jumlah pekerja 51
orang hanya ada 1 kader pos UKK, begitupula pos
UKK Pinus Sari dan Lintang Sewu.

.Jumlah kader untuk pos UKK diambil
dari kader kesehatan satu-satu, satu tahun
sekali kami kumpulkan dari pengelola
wisata..(NN).

Menurut informan, kader pos UKK
diambil dari kader posyandu/posbindu, karena ia
kesulitan mencari kader pos UKK, pekerja enggan
menjadi kader. Kader kesehatan yang sesuai
dengan kriteria kader pos UKK yakni ia menjadi
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pekerja di lokasi wisata tempat pos UKK, ia
langsung ditunjuk sebagai kader pos UKK. Kader-
kader pos UKK telah diberikan peningkatan
kapasitas melalui sosialisasi tentang pos UKK
namun belum diberikan pelatihan sebagai kader
pos UKK. Selain kepada kader, pengelola program
pos UKK juga memberikan pelatihan kepada ketua
pengelola wisata dan pekerja yang bergabung
dalam pos UKK kelompok pekerja wisata hutan.

Kadernya masing-masing pos UKK 1 orang.
Kalau pelatihan tidak ada, namun sosialisasi
kepada pekerja pernah diadakan 1x (NN)

Keterangan dari NN sesuai dengan pernyataan
ketua pengelola wisata dan kader-kader bahwa
mereka telah mendapatkan pelatihan sebagaimana
pernyataannya berikut ini:

Di kawasan puncak Becici ini kita seringkali
diberi pendampingan pelatihan peningkatan
kapasitas terkait dengan pertolongan pertama
pada kecelakaan (P3K)..terus ada beberapa
lagi..jentik nyamuk (informan SG)....Saya
pernah dapat pelatihan dari puskesmas itu
sebelum COVID..tentang P3K (informan DY)

Pernah ikut pelatihan PSN, pelatihan P3K
(informan LS).... Pelatihan di puskesmas ke-2
itu pas Corona itu pelatihan penanganan
misalkan harus pakai masker kemudian pakai
APD dan sebagainya itu pas Corona
(Informan KA)

Walaupun telah beberapa kali mengikuti
sosialisasi tentang pos UKK, ketua pengelola
wisata dan pekerja mengatakan belum membentuk
kelembagaan pos UKK secara formal di tempat
kerjanya, sementara berdasarkan data sekunder dan
informan NN sudah ada pos UKK pada masing-
masing tempat wisata tersebut, seperti yang
disampaikan oleh informan SG dan DY, berikut
ini:

Pos UKK belum ada....kalau pelatihan itu
cuma diasah  satu  kali..harapannya
dikembangkan sendiri dari apa yang didapat,
kalau...tapi kalau enggak didampingi
keseringan lupa (SG)

..kalau teori pos UKK ada disinggung Bu, tapi
kendala lapangannya SDM kami itu banyak
usianya sepuh-sepuh..jika membentuk pos
UKK nanti nggak ada petugasnya (DY)..

Sementara  menurut  informan  SW,
implementasi Pos UKK memang belum maksimal,
karena pemahaman pekerja di destinasi wisata
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masih kurang. Saat ini puskesmas hanya
memberikan pelatihan dan informasi-informasi
kesehatan kerja terhadap pekerja. Sosialisasi dan
informasi yang diberikan lebih bersifat hal yang
spesifik sesuai dengan permasalahan yang sedang
dihadapi oleh pengelola destinasi wisata. Hal
senada juga disampaikan oleh informan SB yang
menyatakan bahwa pos UKK belum menjadi
program yang mendapatkan cukup perhatian
karena kebijakan anggaran dan sumber daya tenaga
yang tidak mendukung.

Pos UKK seolah mati suri,urip yo ora..ora
urip yo ora...sentik-sentik boleh dibilang
begitu..mestinya program pengembangan
mendapatkan support yang banyak dari
kebijakan anggaran dan mobilisasi tenaga,
namun kejadiannya ..kurang set begitu
Iho...(informan SB)

Indikator pos UKK kurang aktif adalah jika
tersedia kader tetapi tidak mencapai 10% dari
jumlah pekerja, pada penelitian ini semua pos
UKK yang diteliti hanya memiliki 1 orang kader di
masing-masing pos UKK sehingga disimpulkan
kurang aktif.

Aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi

Dari hasil wawancara didapat informasi
bahwa indikator keberhasilan pos UKK yang
berkaitan dengan komponen aktivitas pelayanan
kesehatan terintegrasi diimplementasikan adalah
pemeriksaan kesehatan penyakit tidak menular
yang bertujuan untuk deteksi dini penyakit, namun
kegiatannya hanya diadakan 1 kali setahun.
Pengelola program  pos UKK berkoordinasi
dengan program pemberantasan penyakit tidak
menular untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
di tempat kerja.

1x  setahun. Kegiatannya  adalah
pemeriksaan kesehatan yang digabung
dengan posbindu, mulai tahun 2023 karena
ada anggaran pemeriksaan kesehatan di
program PTM. Saya sendiri tidak ada
tenaga dan dana di pos UKK... saya kerja
sama dengan program PTM untuk
pemeriksaaan kesehatan kerja (NN).

Selain itu informan juga mengintegrasikan
tugasnya sebagai sanitarian dengan melaksanakan
penyuluhan kesehatan lingkungan, pemeriksaan
jentik nyamuk. Ketika pandemi Covid-19 ia
mengunjungi  tempat-tempat  wisata  untuk
sosialisasi  Covid-19  berkoordinasi  dengan
pemegang program promosi kesehatan. Aktivitas
pelayanan kesehatan terintegrasi yang
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dilaksanakan 1x6 bulan, termasuk kategori kurang
aktif. Penelitian ini aktivitas pelayanan kesehatan
terintegrasi hanya dilaksanakan 1x 1 tahun,
sehingga masuk kateogri kurang cenderung tidak
aktif .

Aktivitas promotif dan preventif terintegrasi
Indikator komponen aktifitas promotif

yang telah dilaksanakan adalah pelatihan teknis
seperti pelatihan tentang penerapan Cleanliness,
Health, Safety and Environment (CHSE) ketika
pandemi COVID-19, pelatihan Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan pelatihan
higiene sanitasi makanan pada pedagang kuliner,
pelatihan mendaur ulang sampah, pelatihan
pemberantasan sarang jentik nyamuk. Salah satu
pengelola wisata menyampaikan pernah diberikan
pelatihan pengolahan sampah oleh puskesmas.
Problemnya adalah tidak ada pemasaran produk
pasca pelatihan, sehingga pada akhirnya produk
yang di-recycle dibuang dan kembali menjadi
sampah. Pelatihan-pelatihan ini bersifat insidental
dan merupakan hasil koordinasi dengan program
kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan.
Aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi dan
aktivitas promotif dan preventif terintegrasi yang
dilaksanakan 3-6 bulan sekali dikategorikan
kurang aktif.

Sarana pos UKK

Berdasarkan indikator komponen
ketersediaan sarana pos UKK, sarana pos UKK
yang tersedia namun tidak lengkap, masuk kategori
kurang aktif. Dari temuan penelitian sarana pos
UKK di tempat wisata masih sangat minim bahkan
boleh dikatakan belum ada. Menurut informan
pengelola wisata, pengelola pos UKK hanya
menginstruksikan pengelola untuk menyediakan
kotak P3K di setiap destinasi wisata. Semua tempat
wisata yang menjadi subjek belum mempersiapkan
ruangan khusus untuk pos UKK, namun beberapa
sudah memiliki kotak P3K. Bagi tempat wisata
yang tidak memiliki kotak dan obat-obatan P3K,
ketika ada kecelakaan langsung dibawa ke fasilitas
kesehatan Balai Pengobatan Masyarakat terdekat
atau dibawa ke dukun. Misalnya seperti yang
dikatakan oleh salah satu kader ketika seorang
wisatawan tersengat kalajengking, pengelola
membawanya ke seseorang dukun yang dianggap
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ahli mengobati racun kalajengking yang ada di
sekitar hutan wisata. Seperti pernyataan informan
berikut ini:

..Ruang pos UKK belum ada, hanya kotak
P3K saja,..Wisatawan yang sakit, pernah
kesengat kalajengking, terus dibawa ke
orang pinter yang ahli mengobati racun
kalajengking (LS).

Kegiatan pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dan pelaporan kegiatan pos UKK
sudah memakai sistim informasi yang bernama
sistim informasi terpadu kesehatan kerja dan olah
raga (SITKO) vyang langsung dikelola oleh
Kementerian Kesehatan R.1. Data yang dibutuhkan
oleh pengelola program diminta kepada kader
melalui Whats Apps Group yang dibuat oleh
pengelola program dengan para kader. SITKO
dientry dan diunggah oleh pengelola program pos
UKK.

Untuk pencatatan dan pelaporan melalui
SITKO, yang dilaporkan oleh kader melalui
WAG dan diunggah oleh pengelola program
ke SITKO (NN).

Koordinasi dengan pihak puskesmas melalui
WAG, karena ada WAG kader sekelurahan
(SK)

Dana bergulir

Indikator komponen pendanaan pada
program pos UKK vyaitu adanya dana bergulir. Pos
UKK pada penelitian saat ini tidak ada dana
bergulir/jimpitan yang ditarik dari peserta pos
UKK. Pos UKK belum memiliki anggaran khusus
baik dana program dari puskesmas, dari dana desa,
maupun iuran peserta /jimpitan.
Disebabkan oleh karena anggaran untuk program
pos UKK tidak ada, maka pengelola program pos
UKK berkoordinasi dengan pemegang program
penyakit tidak menular untuk anggaran
pemeriksaan kesehatan di tempat kerja diambilkan
dari anggaran pos binaan terpadu (poshindu)
program penyakit tidak menular.

Pernyataan informan NN tentang tidak
adanya anggaran pos UKK sesuai dengan informan
pengelola wisata SG dan kader SL, pemerintah
desanya lebih banyak memberikan perhatian
kepada kegiatan posbindu dan posyandu balita
dan lansia, sementara kegiatan kesehatan pos UKK
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di tempat wisata masih belum menjadi perhatian.
Pengelola SG berharap pemerintah desa juga
memberikan perhatian terhadap pos UKK melalui
penganggaran desa, dan pemerintah desa perlu
membangun sinergi dengan pengelola wisata.

...harapannya saling sinergi, pemerintah desa
bisa support apa dan tempat wisata bisa
support apa...(SG)

PEMBAHASAN
Program kesehatan pekerja model WHO
mengintegrasikan pelayanan kesehatan kerja pada
pelayanan primer [8,9] bertujuan  untuk:
memperkuat kebijakan internasional dan nasional
di tempat kerja [9-12]; mengembangkan
lingkungan kerja yang sehat; mengembangkan
praktik kerja yang sehat dan promosi kesehatan;
memperkuat perawatan dan layanan kesehatan
kerja; membangun dukungan yang tepat untuk
kesehatan  kerja; mengembangkan  standar
kesehatan  kerja  yang  berbasis  sains;
mengembangkan sumber daya manusia untuk
kesehatan kerja; membangun sistem informasi
yang tepat dan meningkatkan kesadaran publik;
memperkuat  penelitian; mendorong upaya
kolaboratif [13].
Berdasarkan indikator jumlah kader minimal
10% dari pekerja di tempat wisata dimana pos
UKK itu didirikan [7], dapat disimpulkan temuan
semua pos UKK di Puskesmas Dlingo termasuk
berdasarkan indikator jumlah kader dinilai sebagai
kategori kurang aktif. Penelitian ini tidak jauh
berbeda dengan penelitian pos UKK di beberapa
puskesmas di Indonesia, seperti di Puskesmas
Bergas [15], di Kota Yogyakarta [16], dan di Kota
Sabang [17], yang menemukan bahwa proses
pemberdayaan seringkali dihadapkan pada faktor
kompleks yang dapat menghambat
penyelenggaraan pos UKK, seperti faktor sosial
budaya, kurangnya keterlibatan pekerja, upaya
promosi kesehatan yang tidak berdampak terhadap
pekerja, pengelolaan pos UKK yang belum
optimal, serta keterbatasan dana  untuk
penyelenggaran kegiatan pos UKK. Akibatnya
dampak peningkatan kesehatan bagi pekerja belum
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Pos UKK adalah program pengembangan
dengan pendekatan pemberdayaan dan
pengorganisasian masyarakat. Dalam
implementasinya masih terdapat masalah dengan
faktor sumber daya manusia baik dari sisi petugas
kesehatan sebagai fasilitator maupun dari sisi
kader/pekerja. Contoh baik dari pengalaman
Kamboja dalam meningkatkan K3 tempat kerja
informal adalah pemberian pelatihan partisipatif
yang dinamakan Work Improvement in Small
Enterprises (WISE), Work Improvement in
Neighbourhood Development (WIND) serta Work
Improvement for Safe Home (WISH) bagi pekerja
rumahan dan perekonomian informal. Program ini
berfokus pada lima bidang teknis yang dapat
berkontribusi ternadap keselamatan dan kesehatan
serta produktifitas yang lebih tinggi. Pelatih
menyajikan praktik-praktik K3 yang baik di tingkat
lokal dan membantu peserta  dalam
mengembangkan ide-ide praktis. Pelatih adalah
mitra lokal yang telah dilatih sebagai pelatih
partisipatif, ia kemudian memperluas jaringan
pelatihan  partisipatif ~ tersebut.  Pemerintah
bertanggung jawab terhadap keberlanjutan
program dengan mengadakan lokakarya prestasi
untuk bertukar pengalaman dan memonitor
jaringan pelatih yang sudah ada. Pekerja
berpartisipasi dengan mengidentifikasi tempat
kerja mereka menggunakan daftar list untuk
menilai risiko keselamatan dan kesehatan mereka
dan menemukan solusi cepat, berbiaya rendah
[18]. Di Tiongkok, pekerja dapat mengenali dan
memperbaiki bahaya di tempat kerja setelah
pelatihan partisipatif. Langkah yang lebih efisien di
Tiongkok harus dieksplorasi untuk meningkatkan
penerapan solusi, terutama pada rekayasa
pencegahan dan ergonomi manusia [19].

Dalam konsep keselamatan dan kesehatan
kerja, upaya preventif dan protektif (pencegahan
dan perlindungan masyarakat sebelum masalah
kesehatan terjadi) diterapkan berdasarkan konsep
manajemen risiko [20]. Komitmen manajemen
risiko harus dibuat secara tertulis, kemudian
disosialisasikan [21]. Sementara di desa wisata
Mangunan pelaksanaan kegiatan pos UKK masih
berdasarkan  paradigma  pelayanan  Kuratif,
misalnya P3K ketika ada kejadian kecelakaan atau
sakit pada wisatawan, ketika ada kejadian
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kecelakaan atau sakit, pengelola akan membawa
pekerja dan wisatawan ke balai pengobatan
terdekat atau ke orang “pintar”. Upaya preventif
yang dilakukan adalah screening kesehatan untuk
penyakit hipertensi, diabetes mellitus dan obesitas
serta pemberian obat sederhana oleh petugas
kesehatan jika ada yang sakit dan datang saat
kegiatan pemeriksaan kesehatan. Akibatnya
kegiatan pos UKK sangat bergantung pada tenaga
kesehatan. Paradigma pengelola program pos UKK
di puskesmas dan pembina di Dinas Kesehatan
sebaiknya adalah mendorong pekerja agar
melakukan  upaya peningkatan  kesehatan,
pencegahan dan pengendalian risiko keselamatan
dan kesehatan di tempat kerja [22].

Hasil wawancara juga mendapati bahwa
pekerja yang diminta menjadi kader belum terlibat
dalam proses perencanaan program. Dalam
pelaksanaan kegiatan, kader membantu petugas
kesehatan berkoordinasi dengan pengelola wisata
sebelum kegiatan dimulai, menerima pendaftaran,
membantu penimbangan BB/TB, dan melakukan
pencatatan. Kader melaporkan kepada pengelola
program puskesmas melalui Whats apps Group,
form yang dibagikan atau buku catatan yang dibuat
oleh kader. Pengelola program kemudian
menginput data ke dalam sistem informasi SITKO
ke Dinas kesehatan. Menurut kader dan pengelola
pos UKK, data yang dikumpulkan hanya sekedar
dilaporkan dan tidak dianalisa untuk digunakan
sebagai bahan evaluasi dan perencanaan. Dari
temuan ini manajemen pos UKK masih harus
dibenahi jika ingin mengembangkan pos UKK dan
mengaktifkan paritisipasi pekerja [23].

Pengelola program pos UKK dari
puskesmas  menyampaikan  bahwa  sejak
penugasannya sebagai pengelola program  pos
UKK, ia belum pernah mendapatkan pelatihan
sebagai pengelola program pos UKK. Ketika ia
diterima sebagai pegawai negeri sipil dan
ditempatkan di puskesmas Dlingo2 ia langsung
ditunjuk untuk melanjutkan tugas pemegang
program pos UKK vyang lama. Dengan latar
belakang pendidikan diploma sebagai sanitarian ia
menjalankan ~ tanggung  jawabnya  sebagai
pengelola pos UKK berdasarkan pengalamannya
yang pernah bekerja di bagian keselamatan dan
kesehatan kerja rumah sakit. Temuan ini sesuai
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dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan
pengorganisasian sumber daya manusia di
puskesmas, belum sesuai kebutuhan, misalnya
untuk  pelaksana  kegiatan  pemberdayaan
masyarakat atau promosi kesehatan dikelola oleh
perawat, dokter umum, fisiotreapist, dan lain-lain
[24]. Tanpa pelatihan sebagai fasilitator
pemberdayaan masyarakat, dan memiliki latar
belakang pendidikan yang bukan keahlian
keselamatan dan kesehatan kerja, cukup sulit bagi
petugas kesehatan di puskesmas untuk menjadi
agent of change atau fasilitator kesehatan kerja
[25].

Setiap tenaga kesehatan di puskesmas
memiliki tugas pokok dan tugas tambahan serta
tugas dalam gedung dan tugas luar gedung. Dengan
prinsip bagi habis pekerjaan, semua tenaga
kesehatan di puskesmas diberi tugas tambahan
sebagai fasilitator pemberdayan masayarakat pada
UKBM di wilayah kerja puskesmas seperti tenaga
laboran mendapatkan tugas sebagai pengelola
posyandu lansia dan balita, dokter umum mendapat
tugas tambahan sebagai penanggung jawab
posbindu, atau dokter gigi mengelola UKBM di
UKS/UKGS dan poskestren. Hal tersebut karena
terbatasnya jumlah tenaga kesehatan komunitas di
puskesmas, sehingga dengan pertimbangan
pemenuhan pencapaian target kinerja dalam tugas
utama dan tugas tambahan, maka seringkali
sebagai pembina tugas tambahan, petugas
kesehatan tidak menjadikan tugas tersebut prioritas
untuk capaian Kinerja. Jikapun tenaga kesehatan
puskesmas mengupayakan mencapai adanya
luaran kinerja karena berkaitan dengan akreditasi
puskesmas, akibatnya jam kerjanya menjadi
panjang yakni pagi mereka mengerjakan tugas
pokok dalam gedung di puskesmas, dan siang
hingga malam hari mereka mengerjakan tugas
pemberdayaan di masyarakat.

Sistem manajemen SDM di puskesmas dan
pendayagunaan tenaga kesehatan yang tidak
proporsional dapat mempengaruhi kualitas mutu
pelayanan, karena tidak hanya berpengaruh pada
kinerja dan kualitas hidup tenaga kesehatan, tetapi
juga dapat berdampak pada derajat kesehatan
masyarakat. Edukasi kesehatan penting untuk
peningkatan pengetahuan, namun pemberdayaan
masyarakat juga sangat dibutuhkan agar
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menumbuhkan kesadaran individu dan mau serta
mampu mengubah cara pandang dan gaya hidup
yang mengutamakan praktik hidup sehat [26]. Oleh
sebab itu, kepala puskesmas dan Dinas Kesehatan
harus membuat perencanaan pengadaan SDM
yang bekerja sesuai dengan kompetensinyanya,
misalnya fasilitator pemberdaya masyarakat,
sebaiknya  diberikan  pelatihan  manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja dan pelatihan
pemberdayaan partisipatif, pengaturan
administratif jam kerja yang lebih fleksibel agar
tugas pemberdayaan di komunitas tetap
diprioritaskan dengan mempertimbangkan
berbagai aspek.

Program pos UKK juga perlu mendapat
perhatian dalam kebijakan anggaran, sumber dana
selain dari puskesmas perlu dipertimbangkan
seperti dana iuran pekerja, donasi dari perusahaan
yang ada di wilayah kerja puskesmas, dana desa
atau sumber dana lain tergantung pada sumber
daya lokal. Pengelola program perlu menjalin
kemitraan dengan stakeholder lintas sektor atau
berkoordinasi lintas program dengan program di
puskesmas yang memiliki anggaran untuk
kegiatan yang bersifat preventif dan promotif.
Peran pembinaan Pos UKK oleh berbagai pihak,
seperti puskesmas, pemerintah desa, kecamatan,
dan dinas kesehatan, menjadi krusial dalam
pengembangan Pos UKK yang berkelanjutan.
Puskesmas, sebagai pembina utama, bertanggung
jawab melakukan koordinasi lintas sektor dan
lintas program. Selain itu, Kketerlibatan dan
peningkatan peran pemerintah desa, dinas
pariwisata, dinas kesehatan Kabupaten Bantul, dan
dinas kehutanan (KPH) DIY dalam pembuatan
regulasi tentang desa wisata sehat, serta
penyediaan sarana dan prasarana seperti ruangan
pos UKK di destinasi wisata, peralatan, dan
pembiayaan tenaga pengelola juga perlu
ditingkatkan.

Keterbatasan penelitian ini adalah terbatasnya
jumlah  informan.  Peneliti  tidak  dapat
mewawancarai semua ketua pengelola wisata
sehingga peneliti tidak dapat mengeksplorasi
persepsi, kebijakan dan komitmen ketua pengelola
destinasi wisata mengenai pos UKK. Penelitian
pada masa yang akan datang diharapkan dapat
menjangkau informan-informan stakeholder dan
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perlu melakukan penelitian survei terhadap pekerja
yang non kader untuk mengetahui persepsi dan
alasan ketidakterlibatan mereka dalam kegiatan
pos UKK sehingga informasinya menjadi lebih
komprehensif.

SIMPULAN

Tingkat keberhasilan semua pos UKK
binaan Puskesmas Dlingo kondisinya masih
kurang aktif bahkan cenderung tidak aktif.
Pimpinan puskesmas perlu menyediakan anggaran
dan penataan kembali SDM pengelola program
pos UKK melalui pelatihan untuk meningkatkan
keterampilan pemberdayaan partisipatif dan
pelatihan manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan
kesehatan kerja bagi kader, reward untuk
memotivasi kader, daftar penilaian (checklist)
untuk memantau pelaksanaan manajemen risiko
K3 dan kegiatan teknis, pengelola program dan
pembina yang rutin memonitoring dan evaluasi
untuk menjamin keberlanjutan program. Pengelola
program  juga perlu  secara  konsisten
mensosialisasikan kegiatan kesehatan kerja di pos
UKK melalui berbagai saluran, advokasi kepada
pimpinan tempat wisata, peningkatan jejaring dan
kerja sama kemitraan universitas, mengaktifkan
forum komunikasi dengan stakeholder seperti lurah
sebagai penanggung jawab kelembagaan pos UKK
dan membangun jejaring dengan lebih banyak
stakeholder.
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